
RILIS DKPP

DKPP AKAN PERIKSA DUA PERKARA DI KOTA SEMARANG

PADA 13-14 NOVEMBER 2024

Jakarta,  DKPP −  Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu  (DKPP)  akan  menggelar

sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor

KPU Provinsi Jawa Tegah, Kota Semarang, pada 13 sampai 14 November 2024.

Kedua perkara tersebut yakni Nomor 221-PKE-DKPP/IX/2024 dan 222-PKE-DKPP/IX/2024,

berikut rincian kedua perkara tersebut:

1. Perkara Nomor 221-PKE-DKPP/IX/2024

Perkara ini diadukan oleh Basori Rohmad. Ia mengadukan Ketua dan Anggota Bawaslu

Kabupaten Boyolali yang akan diperiksa Rabu (13/11/2024) pukul 09.00 WIB.

Pengadu mengadukan Widodo, Muhammad Mahmudi, Agus Marwanto, Lilik Wahyu Catur

Wibowo, dan Tedjo Dwijanto selaku Teradu I sampai V.

Para Teradu didalilkan tidak profesional dalam menangani laporan pidana pemilu, melanggar

prosedur  Bawaslu,  mengganti  formulir  pemberitahuan  secara  tidak  sah,  dan  menolak

memberikan Berita Acara Gakkumdu tanpa dasar hukum yang jelas.

2. Perkara Nomor 222-PKE-DKPP/IX/2024

Sidang pemeriksaan ini  akan dilaksanakan pada Kamis (14/11/2024) pukul  09.00 WIB.

Perkara ini diadukan oleh Muamar Riza Pahlevi, Yunus Awaludin Zaman, dan Karno Roso

Pihak yang diadukan adalah sepuluh penyelenggara Pemilu yang terdiri dari lima orang

jajaran KPU Kabupaten Brebes dan lima orang jajaran Bawaslu Kabupaten Brebes.

Lima orang Teradu dari KPU Kabupten Brebes adalah Ketua KPU Kabupaten Brebes Manja

Lestari  Damanik  beserta  empat  Anggota  KPU  Kabupaten  Brebes,  yaitu  Wahadi,  Aniq

Kanafillah Aziz, Muhammad Taufik ZE, dan Mochamad Muarofah.

Sedangkan Lima Teradu dari Bawaslu Kabupaten Brebes adalah Ketua Bawaslu Kabupaten

Brebes Trio Pahlevi serta empat anggota Bawaslu Kabupaten Brebes, yaitu Karnodo, Hadi

Asfuri, Amir Fudin, dan Rudi Raharjo.
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Para  Teradu  dari  KPU  Kabupaten  Brebes  didalilkan  memanipulasi  suara  dengan

menginstruksikan PPK untuk menambah suara partai  tertentu,  disertai  pemberian uang

sebagai imbalan.

Sementara  itu,  Para  Teradu  dari  Bawaslu  Kabupaten  Brebes  didalilkan  mengabaikan

penggunaan Sirekap yang melanggar aturan rekap manual dan gagal mencegah politik

uang.

Agenda Sidang

Sekretaris DKPP David Yama mengungkapkan, agenda sidang ini adalah mendengarkan

keterangan dari Pengadu, Teradu, ataupun Pihak Terkait dan Saksi-saksi yang dihadirkan.

Ia menambahkan, DKPP telah memanggil para pihak secara patut sesuai ketentuan Pasal

22 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik

Penyelenggara Pemilu sebagaimana diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2022

Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan

Umum  Nomor  3  Tahun  2017  tentang  Pedoman  Beracara  Kode  Etik  Penyelenggara

Pemilihan Umum.

“Sekretariat DKPP telah memanggil semua pihak secara patut, yakni lima hari sebelum

sidang pemeriksaan digelar,” ungkap David.

David juga mengungkapkan, sidang ini bersifat terbuka untuk umum, baik masyarakat umum

atau wartawan yang ingin meliput.

Untuk memudahkan akses terhadap jalannya persidangan, sidang ini akan disiarkan secara

langsung melalui akun Facebook resmi DKPP.

“Sehingga siapa pun dapat menyaksikan jalannya sidang pemeriksaan ini,” pungkas David.

[Rilis Humas DKPP]

Jakarta, 11 November 2024
Sekretaris DKPP RI,

      ${ttd}

Dr.   David   Yama, M.Sc, MA  
Pembina Utama Madya (IV/d)
 NIP. 19770606 200112 1 001
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